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kebenaran dari hal-hal yang tertulis dalam akta tersebut harus diakui 

oleh Hakim, yaitu akta tersebut dianggap sebagai benar, selama 

kebenarannya itu tidak ada pihak lain yang dapat membuktikan 

sebaliknya. Artinya pihak yang mendalilkan ketidakbenaran atau 

keautentikan akta tersebut maka ia wajib membuktikan ketidakbenaran 

nya. 

B. Saran 

1. Perlu adanya aturan yang jelas di dalam Undang-Undang Jabatan 

Notaris mengenai tugas, tanggung jawab, serta sanksi bagi karyawan 

dalam menjalankan tugasnya membantu notaris. 

2. Mengenai perlindungan saksi instrumenter di dalam akta Notaris dalam 

memberikan keterangan di depan persidangan hendaknya dimuat 

secara jelas di dalam Undang-Undang Jabatan Notaris, agar seorang 

saksi dalam memberikan keterangan perihal akta Notaris, dapat merasa 

aman ketika memberikan keterangan di depan persidangan. 
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